BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Dari uraian analisis pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang
dapat penulis rangkumkan adalah sistem pengendalian intern pada proses
penyaluran dana BLSM sudah dilaksanakan cukup baik, akan tetapi masih
ada sebagian unsur sistem pengendalian intern yang belum di laksanakan
sesuai dengan unsur sistem pengendalian intern yang baik, rinciannya
sebagai berikut :

1. Penerapan sistem pengendalian intern di lihat dari unsur struktur
organisasi yang memisahkan fungsi dan tanggung jawab secara tegas,
maka tampak dalam proses penyaluran dana BLSM sudah terdapat
pemisahan fungsi yang jelas. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya
perangkapan fungsi dalam proses penyaluran dana BLSM. Dengan
demikian di lihat dari unsur sistem pengendalian intern struktur
organisasi telah di laksanakan dengan baik.

2. Penerapan sistem pengendalian intern di lihat dari unsur sistem
otorisasi dan prosedur pencatatan, maka tampak jelas bahwa dalam
proses penyaluran dana BLSM sudah di laksanakan berdasarkan
otorisasi dari atasan yang terlihat pada penetapan jadwal pembagian
dana BLSM, serta pelimpahan wewenang yang jelas terlihat pada tidak

adanya perangkapan tugas dalam prosedur penyaluran dana BLSM, hal
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6.2 Saran

tersebut berarti masing-masing fungsi telah tahu apa yang menjadi
tugasnya dan telah melaksanakan fungsinya dengan baik.

Penerapan sistem pengendalian intern di lihat dari unsur praktek yang
sehat, maka tampak dalam proses penyaluran dana BLSM telah
terdapat bukti penerimaan atas dana BLSM yang telah di bagikan
kepada masyarakat, juga adanya laporan pertanggung jawaban yang
dibuat untuk pertanggung jawaban intern dalam PT. Pos. Perputaran
jabatan telah secara rutin di lakukan. Dengan demikian di lihat dari
unsur sistem pengendalian intern praktek yang sehat telah di
laksanakan secara baik.

Penerapan sistem pengendalian intern di lihat dari unsur karyawan
yang kompeten, maka tampak bahwa dalam proses penyaluran dana
BLSM latar belakang pendidikan tidak begitu diperhatikan, seleksi
calon karyawan telah di lakukan, tetapi belum adanya pelatihan/kursus
bagi karyawan. Dengan demikian di lihat dari unsur sistem
pengendalian intern karyawan yang kompeten belum dilaksanakan

secara maksimal.

Berdasarkan hasil dari kesimpulan penelitian ini, maka dapat

disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1.

Data yang digunakan dalam penentuan Rumah Tangga Sasaran
penerima BLSM harusnya menggunakan data yang paling baru, karena

penggunaan data lama bias saja menyebabkan penyimpangan.
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. Perlu diadakannya pelatihan/kursus bagi karyawan, dengan
dilakukannya pelatihan/kursus akan memaksimalkan kemampuan
karyawan dalam menjalan tugasnya.

. Perlu diadakan verifikasi data sesuai dengan jadwal yang telah di
tetapkan yaitu 6 bulan sekali, agar penyaluran bantuan tidak salah
sasaran.

Dalam menetapkan jadwal pembagian dana BLSM kantor Pos
harusnya melibatkan Dinas Sosial yang berperan sebagai pengawas
dana tersebut.

Dalam melakukan penyaluran dana BLSM sebaiknya dilimpahkan
kepada satu organisasi saja, sehingga dalam melakukan kontrol lebih
mudah dilaksanakan.

Disarankan bagi peneliti yang ingin melanjutkan kaian yang sama,
perlu memperhatikan variabel-variabel lain yang belum diikutsertakan
dalam penelitian ini, agar hasil yang dicapai lebih mendekati fakta di
lapangan, agar pihak instansi dapat menggunakannya sebagai salah

satu referensi dalam pengambilan keputusan.
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